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SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKI(]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pernerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 yang telah disepakati
hersama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyrat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barar;
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Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh Tehun Anggaran 2017
sebagal wujud penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan maka

penggunaanya perlu diatur secara baik, benar, efektf, efisien dan akuntabel;

balwa herdasarkan petimbangan sehagaifnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun Anggaran 2017,

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahurnr 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Ibersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1989 Nomor, 75
Tambahan Lembaran Negara Nomor 385]);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4286);

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru di Proving! Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoer 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia ‘Namc}r
4350}

ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomoer 05, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
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10.

Undang-Undang Nomor 15 Tabhun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuanpan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban

Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 4423 };

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antam Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahan 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemnbaran
MNegara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lémbaran Ntegara republik Indonesia

Nomer 2049];

Undang-Undang Nomor Z3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagsimana tclah
diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran szgara Republik Indonesta Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 3679);
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15.

Peraturan Pemerntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Walil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 WNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beherapal kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rak yat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolazn Keuangan Badan layanan Umum
(Lemnbaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Namor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4303);
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Peraturan Pemerintakh Nomor 54 Tabhun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nemor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang Sistemn informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, T.ambahan lm:ll:lara.n'ﬂegara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomords 78}

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indopresia Nomor 4585);

Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kt;uan,gan dan Kinerjg Instansi
Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Fartai Pulitik,
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-lUndang Nomor 6 tentang
Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomeor 3939);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengpunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Kormnunikasi [ntensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam: MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelblaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali trerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Femberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatarn dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
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32,

33.

diubah dengan Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 teniang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Padoman Pemberian Hibah dan
Bansos yang Bersumber dan Amggaran Pendapatan -dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541;

Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapaten dan Belanjg Daerah Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
874,

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nemor
143, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0145;

Peraturan Daerah Nomor €5 Tahun 2013 tentang Papk dan Retribusi Dgerah, Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0126;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembamn Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0135;

Peraturan Daerah Nomor 05 Tabun 2014 tentang Retnibusi Jasa Usaha, Lembaran Daserah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0136

Peraiuran Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retnbusi Perizinan Tertentw, Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor [35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0137




Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersaina
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BACGIAN BARAT
dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai

berilut ;

l1.Pendapatan Rp. 932,775 809 685.00
2. Belanja Daergh Rp.  960,i22.619,587.60
Surplus/i{Defisit) (Rp. 27,346,809 90200;
3. Belanja
a Penerimaan Rp. 31,346,809 90200
b Pengeluaran Rp. 4.600,000,600.00
27,346.809,90

Fembiayaan Netto Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Fp.

o W
8 8




Pasal 2
(l}Pendapatan Daerah sebhagaimana dimaksud dalam Fasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 30,682,244 787.00
b. Dana: Perimbangan sejumlah Rp. 812,389.795,000.00
c. Lain-iain pendapatan daerah yang Sah sejumlah Rp. 89 703,769,89800

{2] Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdini dari jenis pendapatan :
a Pendapatan Pajak [aerah sejumlah Rp. 5,175,000,000.00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3,393,800,000.00
¢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 1614 487 78700
d Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah sejumlah Rp. 20,498,957,00000

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pagk sejumlah Rp. 13,973,132,000.00
b, Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 598,313,207,000.00
€. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 200,103,456,000.00

(4] Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) hurtf ¢ terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil FPajak dari Provimsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rpl3,415,822,89800
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 76,287 947 00000




Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ! terdiri dari -
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 514,524 495 79550
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. <45,598,122 79150

(2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tedir! dari jenis belanja :
a Belanja Pegawai sejumlah Rp. 354,586,425,026.00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 15,766,000,00000
¢. DBelanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 640,000,00000
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provingi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa sejumlah Rp. 142,032,071,76850
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1,500,000,00000

(3] Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat [ huruf b terdiri dari jenis belanja,
a. Belanja Pegawal sejumlah Rp. 15,112,135,83300
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlak Rp. 232,902,310 65800
¢. Belanja Modal sejumlah Rp. 197,583 676,300.50



Dasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 1 terdirt dari -
a. Penérimaan sejumlah Rp. 31,346,809,90200
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4,000,000,00000

[2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada azat (1) huruf a terdiri dan jenis pembiayazan:
a4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabun Anggaran sebelumnya

sejumlah Rp. 31,346,809 90200

(3] Pengelaran sebagaiamana dimaksud pada ayat(l] huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4,000,000 00000

Pasal 5

(SILPA)

Uraian lebih lanjut Amggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang bdak terpisahkan dan Peraturan Daerah i

terdiri dari :

1. Lampiran ! Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Anggasran Pendapatan dan Belanja Daerabh  Menurut
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian  Anggaran Pendapalan dan  Belanja Daerah  Menurut

Pemerintahan Daemh, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan;

Lirusan

Urusan




4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgamnisasi, Program

dan Kegatan;
5. Lampiran V Rekapitulas! Belanja Daersh Untuk Keselarasan dan Keteipadwan Urusan
Pemerintahan  Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara,
Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (Investas:) Pemerintah Daerah

Pasatl 6

Bupati menetapk:an Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tenggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i dengan

perempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.




Ditctapkan di Pirg
pada tanggal 18 Januar 2017

PENJABAT BUPAT! SERAM BAGIAN BARAT

tid

UJIR HALID
Diundangkan di Piru
pada Tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
il

MANSUR TUHAREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 144

NOMOR RRGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU : 1/1/2017




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2017
. TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman FPengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tehun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebulkan APBD disusun sesuai dengan kebutyhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan
pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaiman dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alckasi, distribusi dan stabilisasi. AFBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APED setiap tahun ditetapkan dengan peratuan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD tahun 2017 yang
telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017.




1I. BASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
rasal 2

Cukup Jelas
FPasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal &

Cukup Jelas
Pazal &

Cultup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 0146




